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ABSTRAK

Dalam makalah ini kami menyajikan suatu alat yaitu Matriks Siapa yang
Perlu Dipertimbangkan , untuk membedakan pihak-pihak yang berkepen-
tingan dengan pengelolaan hutan ( ) , atau orang-orang yang
kesejahteraannya terkait erat dengan pengelolaan hutan, dari stakeholder
lainnya. Kami lebih memusatkan perhatian kepada para pihak yang terlibat
dalam pengelolaan hutan dalam upaya untuk mengembangkan pengelolaan
hutan lestari (PHL). Selain mengajukan tujuh dimensi untuk membedakan
pihak-pihak ini dari stakeholder lainnya, kami memaparkan suatu teknik
pemberian skor sederhana bagi para pengelola hutan resmi untuk menetap-
kan kesejahteraan siapa saja yang seharusnya menjadi bagian integral dari
PHL di suatu lokasi tertentu. Dengan mengacu pada kriteria dan indikator
(K&I) yang ditetapkan oleh
(CIFOR), kami membuat tiga set ilustratif tentang di Indonesia,
Pantai Gading dan Amerika Serikat (AS), dan melengkapinya dengan
Matriks Siapa yang Perlu Dipertimbangkan dari tujuh pengujian yang disaji-
kan dalam lampiran.

‘
’ ‘

’forest actors

Center for International Forestry Research
stakeholder
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Ada suatu tugas global yang muncul di kalangan para ilmuwan dan golongan
lainnya untuk mengembangkan suatu sistem pengelolaan hutan lestari.
Sebagai bagian dari pencapaian tujuan ini, sejak tahun 1994 CIFOR telah
terlibat dalam mengidentifikasi prinsip-prinsip, kriteria dan sejumlah indi-
kator untuk menilai tingkat kelestarian pengelolaan hutan. Kami mulai
dengan melakukan seleksi dan pengujian lima perangkat utama kriteria dan
indikator yang dikembangkan untuk sertifikasi . Proses evaluasi ini meliputi
pengujian di enam lokasi (Jerman, Indonesia, Pantai Gading, Brasil, Austria
dan Kamerun). Fokus kami adalah kelestarian yang dimulai pada tingkat
unit pengelolaan hutan, pada perusahaan kayu komersial, tetapi dengan
berlalunya waktu, kami juga memasukkan aspek pengelolaan hutan oleh
masyarakat, kawasan konservasi dan juga perkebunan.

Dalam proses pengembangan rumusan kerangka kerja konseptual untuk
menyusun kriteria sosial dan indikator dalam lima sistem sertifikasi (Colfer
dkk. 1995), kami segera menemukan kendala utama, yaitu tidak adanya
mekanisme untukmembedakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap

1

1 Mengapa Perlu Pembedaan?

1
Perangkat kriteria dan indikator yang telah diuji meliputi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI),

, (AS),
dan satu perangkat dari

.

the British Soil Association’s Woodmark Rainforest Alliance’s Smart Wood the German
Initiative Tropenwald the Dutch Working Group of Expert on Sustainable
ForestManagement



hutan yang dalam hal ini disebut stakeholder Menurut kami, kelompok
stakeholder ini mempunyai berbagai kepentingan, hak dan kewajiban yang
berbeda, yang bisa ditempatkan di dalam satu kesatuan yang relevan dengan
pengelolaan hutan sehari-hari . Pandangan ini ditentang keras dalam sebuah
pengujian terhadap sejumlah kriteria dan indikator di
(AS) baru-baru ini, di mana sebagian besar anggota tim pengujian K&I
merasa bahwa seluruh warga AS mempunyai hak suara yang sama dalam
pengelolaan hutan-hutan nasionalnya. Namun ada juga sebagian besar kola-
borator kami yang menyetujui bahwa stakeholder yang berbeda mempunyai
peran yang berbeda dalam PHL, beberapa di antaranya lebih banyak terlibat
secara langsung dibandingkan dengan yang lain. Secara umum diterima bah-
wa tidak ada mekanisme yang digunakan oleh para pengelola resmi untuk
membedakan kelompok-kelompok itu.

Bentuk awal kumpulan K&I atau pedoman-pedoman yang telah diuji di
CIFOR menentukan kondisi-kondisi khusus untuk membedakan berbagai
kelompok masyarakat yang mempunyai pengaruh kuat terhadap hutan atau
yang dipengaruhi oleh hutan. Sebagian besar pedoman memberikan syarat,

2

3

.

Boise National Forest

2

2

3

Walau kini digunakan dalam literatur PHSL, pemakaian istilah ini tidak konsisten dengan
definisi menurut kamus: ‘seseorang yang dipercayai untuk menjaga/memelihara harta milik
atau uang yang merupakan subyek dari proses pengadilan atau dari pertikaian di antara
penuntut yang bersaing di mana sang pemilik mengklaim

. [garis miring ditambahkan] ( 1993).
Behan (1988) memakai istilah ‘ = para pemilik’ dengan pengertian yang sama
dengan apa yang kamimaksud dengan ‘stakeholder’.

Hal ini tidak berarti bahwa para stakeholder yang kaya dan berpengaruh seperti para pemilik
HPH atau pemerintah tidak mempunyai pengaruh penting terhadap hutan, tetapi halinilebih
ditujukan untuk mengidentifikasi stakeholder lokal yang secara khusus terlibat dalam penge-
lolaan hutan secara sambilan, dengan efek yang merugikan terhadap hutan-hutan dan kese-
jahteraan mereka sendiri.

tidak ada hak atau kepentingan
kepemilikan Webster’s Third New International Dictionary

Constituents

MENGAPA PERLU PEMBEDAAN?
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misalnya, bahwa hak-hak kepemilikan masyarakat dihormati. Berbagai hak

lokal , tradisional , indijenus , kesukuan , orang miskin , masyarakat

yang lemah , para pekerja , para pendatang dan kelompok-kelompok

masyarakat dicantumkan dalam Set K&I yang berbeda. Dalam rangka

menguji tingkat ketepatan penerapan panduan ini, kami memerlukan cara

yang lebih jelas untuk mengidentifikasi para pengguna hutan yang relevan.

Sebagai contoh, siapa pemilik atau yang seharusnya memiliki hak-hak dan

mendapatkan keuntungan dari hutan? Siapa yang wajib atau yang seharus-

nya mengemban tanggung jawab? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting

bukan hanya bagi kami dalam rangka melakukan pengujian, tetapi juga re-

levan bagi pengguna K&I untuk melakukan penilaian. K&I yang diterima

oleh tim selalu mencakup syarat-syarat yang terkait dengan kesejahteraan

masyarakat, khususnya penduduk yang tinggal di dalam dan di sekitar ka-

wasan hutan yang dinilai. Semakin jauh kami melakukan proses pengujian

dan pengembangan K&I, semakin penting lagi untuk mengindentifikasi para

stakeholder utama ini.

Hal lain yang muncul selama penelitian berlangsung adalah ketidakmung-

kinan memisahkan nilai-nilai kemanusiaan dari konsep kelestarian. Ketika

kami memutuskan tentang apa yang hendak dilestarikan, kami melihat lagi

sistem nilai kami sehingga K&I yang dipakai CIFOR sebagai basis mencer-

minkan nilai-nilai yang dianut berbagai kelompok yang menyeleksinya. Oleh

karena itu perangkat yang disajikan di sini juga mencerminkan pengalaman

dan nilai-nilai tertentu dari tim-tim yang mengujinya.

4

‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘
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4
Secara global, terdapat berbagai macam sistem dan legitimasi hukum yang berbeda dalam hal

kepemilikan lahan dan cara-cara mendapatkannya. Berdasarkan penelitian, kami menyaran-

kan agar dalam setiap masalah khusus yang menyangkut kepemilikan dan tata guna lahan,

persoalan penting yang terkait dengan PHSL adalah

(bandingkan dengan Colfer dkk. 1997b, 1988).

keamanan akses antargenerasi terhadap

sumber daya

SIAPA YANG DIPERTIMBANGKAN, SERI NO. 8



Pertanyaan-pertanyaan di atas (siapa yang memiliki hak-hak dan manfaat
tersebut, tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang mana?) menegaskan
adanya dualitas yang merupakan ciri penghuni hutan dan hubungan mereka
dengan hutan. Di satu sisi para penghuni hutan sering digambarkan sebagai
korban ( bergantung kepada hutan , miskin , tidak berbudaya , kurang
terurus ) yang menekankan kebutuhan-kebutuhan mereka dan mengesan-
kan suatu kepasifan mereka; di sisi lain, mereka memiliki potensi aktif yang
sama seperti yang dimiliki setiap orang sebagai pengguna hutan, perilaku
yang berpengaruh positif sekaligus negatif terhadap lingkungan mereka.
Kedua aspek inimemiliki implikasi terhadap kesejahteraanmasyarakat.

Semua stakeholder, menurut definisi kami sendiri, memiliki kepentingan ter-
hadap hutan. Namun demikian, ada alasan etis dan pragmatis – menyeja-
jarkan aspek-aspek pasif dan aktif dari perilaku manusia seperti disebutkan di
atas – bagi para pengelola hutan resmi untuk lebih memperhatikan
hubungan yang lebih dekat dengan beberapa stakeholder dibandingkan
dengan pihak lain. Kami menemukan kedua argumen etis maupun
pragmatis semakin diakui pada setiap tahap dan dalam setiap komponen
dalam usaha kami untuk menentukan siapa yang perlu dipertimbangkan
dalam PHL.

‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ‘
’

5

5
Di sebagian besar perusahaan HPH yang kami kunjungi, kami temukan bahwa masyarakat
setempat dipandang sebagai rintangan yang tidak terhindarkan dalam pemanenan kayu yang
efisien. Pihak yang lebih berkuasa dan makmur seperti perusahaan HPH, khususnya, tidak
secara serius mempedulikan kepentingan penduduk setempat. PHL, sebagaimana didefini-
sikan dalam K&I CIFOR, menganjurkan agar pandangan ini diubah ke arah kerjasama di
antara stakeholder – apakah itu berarti pengelolaan secara bersama untuk hutan tertentu atau
pengelolaan secara paralel di lokasi-lokasi yang berbeda. Sifat perhatian perusahaan HPH
terhadap para stakeholder akan bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya.

MENGAPA PERLU PEMBEDAAN?

4



Dari segi etis, semakin diakui bahwa banyak orang yang hidup di hutan tidak
diperlakukan secara adil , bahwa sumber daya mereka telah dirampas oleh
orang-orang atau lembaga-lembaga yang lebih kuat dan berkuasa dan bahwa
kesejahteraan mereka telah dirugikan melalui berbagai cara (bandingkan
dengan 1992;
World Bank 1991; Colchester 1993; dan sejumlah studi kasus seperti dila-
porkan dalam Barber dkk. 1994; atauRichards 1993).

Dari segi pragmatis, beberapa orang memiliki kemungkinan yang lebih besar
untuk mempengaruhi hutan secara langsung dibandingkan orang-orang
lain. Kelompok orang seperti ini kami sebut para pengelola hutan , untuk
menekankan kemampuan mereka mengelola hutan, selain menerima, atau
gagal mendapatkan manfaat – dari hutan (lihat Vayda dkk. 1980 untuk
mendapatkan penjelasan rinci dan perspektif secara utuh). Sementara itu
istilah masyarakat yang bergantung pada hutan menekankan apa yang
diterima orang dari hutan, pengelola hutan menekankan pihak-pihak yang
memiliki , dan yang berkaitan dengan hutan.
Kemampuan melakukan tindakan dan ketergantungan keduanya adalah
elemen-elemen penting dalam hubungan antara manusia dan kelestarian
hutan.

Selama tahap kedua proyek CIFOR, kami memusatkan perhatian untuk
membuat penilaian-penilaian terhadap kesejahteraan manusia secara cepat,
mudah dan dapat diandalkan dan lebih menyempurnakan alat-alat yang
diuraikan di sini. Alat yang disebut Matriks Siapa yang Perlu Dipertim-
bangkan dirancang untuk membantu para pengelola resmi yang bergelut
dengan pertanyaan-pertanyaan seperti: Siapa pihak lain yang berhak atas
hutan ini? Kepada siapa kami harus bertanggung jawab? Untuk kesejah-
teraan siapa kami memberikan andil? Dari siapa kami dapat memperoleh

‘ ’

‘ ’

‘ ’
‘ ’

‘
’

Charter of the Indigenous Tribal Peoples of the Tropical Forests

hak kewajiban tindakan potensial

5
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bantuan kerjasama dalam mengelola hutan? Dalam bagian selanjutnya,
kami menyarankan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mende-
finisikan kelompok masyarakat yang relevan, sangat penting untuk diperha-
tikan dalammengelola suatu unit hutan secara lestari; dan kamimengajukan
suatu mekanisme untuk mengidentifikasi kepentingan relatif dari berbagai
kategori dalam masyarakat hutan tertentu. Dengan demikian, mekanisme
ini juga memungkinkan kami untuk membuat batasan tentang siapa yang
sering disebut orang yang bergantung pada hutan .

Matriks Siapa yang Perlu Dipertimbangkan , yang semula dibuat pada bulan
Juni 1995, telah terbukti berguna secara praktis maupun teoritis. Tim
CIFOR dan para kolaboratornya telah berulang kali memakai alat ini (di
Indonesia, Pantai Gading, Brasil, Kamerun, Trinidad dan Amerika Serikat);
para penilai hutan tertarik dengan matriks ini karena kesederhanaannya
(seperti , ); dan para pengelola hutan
dalam lokakarya tentang K&I juga berpendapat bahwa instrumen serupa
memang diperlukan. Manfaat langsung matriks ini adalah untuk memper-
cepat penilaian terhadap pengelolaan hutan oleh suatu tim sertifikasi atau
dalam kunjungan singkat untuk mengevaluasi suatu proyek. Namun para
pengelola hutan juga telah mengemukakan kebingungan mereka tentang
berbagai tanggung jawab mereka terhadap stakeholder yang berbeda. Suatu
cara yang sederhana untuk mengidentifikasi siapa yang paling perlu diper-
timbangkan pada tingkat unit pengelolaan hutan dapat membantu para
pengelola setempat untuk mengelola hutan dengan lebih baik . Penjelasan
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan masyarakat dengan

‘ ’

‘ ’

SGS Forestry, Rainforest Alliance FSC

6

6
Walaupun makalah ini disusun untuk para pengelola resmi – dalam rangka pengakuan ter-
hadap realitas politik global – kami yakin bahwa sebagaimana keterlibatan penduduk
setempat dalam pengelolaan hutan semakin dikenal dan diakui, maka proses identifikasi
stakeholder inijugaakanmemperhatikanmereka secara langsung.

MENGAPA PERLU PEMBEDAAN?

6



hutan – juga penting dalam menentukan siapa yang perlu dipertimbang-
kan – memberikan kontribusi lebih besar terhadap pemahaman kita
mengenai interaksi masyarakat dan hutan. Penyelidikan terhadap dilema/
masalah kehutanan saat ini, termasuk masalah konflik dalam kelompok dan
di antara kelompok-kelompok akan meningkatkan pemahaman kita ter-
hadap aspek-aspek keadilan dalam satu generasi yang pada akhirnya akan
berdampak besar pula terhadap terwujudnya keadilan antargenerasi. Penga-
laman kami memakai Matriks Siapa yang Perlu Dipertimbangkan menun-
jukkan bahwa alat ini sangat berguna sebagai suatu titik acuan berharga bagi
langkah kerja selanjutnya.

Kerjasama di antara para stakeholder di masa depan akan membutuhkan
kemampuan mereka untuk mengidentifikasikasi secara akurat tahap ini.
Oleh karena itu, langkah awal ini merupakan tahap yang penting. Pekerjaan
selanjutnya dengan orang-orang ini akan memerlukan perhatian yang lebih
terfokus dalam hal perbedaan-perbedaan di dalam kelompok (seperti jender,
umur, kemakmuran) dan terhadap interaksi antara para pengelola hutan
dengan stakeholder penting lainnya. Pemeriksaan terhadap konflik-konflik
di dalam kelompok atau antarkelompok akan meningkatkan pemahaman
kita terhadap aspek-aspek keadilan dalam satu generasi, yang pada giliran-
nya berdampak besar terhadap terwujudnya keadilan antargenerasi. Günter
menemukan bahwa Matriks Siapa yang Perlu Dipertimbangkan akan men-
jadi titik awal yang penting untuk menyelidiki hal-hal ini.

Pada bagian berikut (2), kami membahas ketujuh dimensi (yang mencer-
minkan keterkaitan masyarakat dengan hutan) yang kami percaya dapat
memudahkan penempatan awal para stakeholder dalam suatu kerangka
untuk melihat keterlibatan yang bermanfaat dalam pengelolaan hutan
sehari-hari. Akhirnya, pada Bagian 3, kami menyarankan suatu teknik se-

‘
’

7
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Masyarakat Pekerja Perusahaan Pemerintah
lokal kehutanan HPH lokal

Kedekatan dengan
hutan

Hak-hak yang sudah ada

Ketergantungan

Kemiskinan

Pengetahuan lokal

Integrasi budaya/hutan
Defisit kekuasaan

Nilai tengah

derhana dan langsung untuk mengidentifikasi para stakeholder yang kese-
jahteraannya sangat penting, baik secara etis maupun secara pragmatis
dalam PHL.

Contoh Matriks Siapa yang Perlu Dipertimbangkan‘ ’

Dalam Lampiran, kami menyajikan sketsa-sketsa umum dari tiga keadaan
yang berbeda, untuk menggambarkan tentang tata guna lahan, populasi,
berbagai persoalan lokal dan kecenderungannya serta tentang stakeholder
itu sendiri. Contoh-contoh ini meliputi HPH PT Kiani Lestari di Kaliman-
tan Timur, hutan Bossematié di Pantai Gading, yang kurang kami kenal dan

, salah satu kawasan hutan Amerika yang telah
dikenal Colfer sejak tahun 1972.

7

National Olympic Forest

7
Kami mengambil contoh jangka panjang dari pengalaman para kolaborator CIFOR di Afrika
Barat: Ahui Anvo, Heleen van Haaften, Charles Huttel, Jean Claude Koffi Konan, Patrice
Mengin-Lecreulx dan Anatole N ’Guessan dalam analisis mereka terhadap penelitian di
Pantai Gading dan kami berterima kasih untuk bantuanmereka yangsangat berarti.

MENGAPA PERLU PEMBEDAAN?
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2 Dimensi-Dimensi Manusia
yang Terkait dengan
Pengelolaan Hutan Lestari

Untuk menetapkan aspek apa dalam kesejahteraan masyarakat yang paling
penting dalam PHL pada tingkat unit pengelolaan hutan, diperlukan iden-
tifikasi elemen-elemen atau dimensi terpenting dalam hubungan masya-
rakat dan hutan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang bagaimana
masyarakat terkait (atau dapat dikaitkan) dengan hutan, maka penentuan
kelompok masyarakat mana yang paling penting dalam pengelolaan hutan
akan menemui banyak kendala.

Dalam pembahasan berikut, kami mengidentifikasi tujuh dimensi yang ber-
kaitan dengan interaksi masyarakat dengan hutan, di mana stakeholder dapat
ditempatkan berdasarkan faktor:

dan
. Dimensi-dimensi ini dipandang sangat penting di beberapa

hutan tertentu di Indonesia, Pantai Gading, Austria, Kamerun, Trinidad, AS
dan Brasil. Dimensi-dimensi ini terkait erat dengan kesejahteraan manusia
dan terhadap potensi kontribusi positif dan negatif masyarakat terhadap

8

kedekatan dengan hutan, hak-hak yang sudah
ada, ketergantungan, kemiskinan, pengetahuan lokal, integrasi hutan/budaya
defisit kekuasaan

8 Dimensi-dimensi ini telah menjadi pokok diskusi penting. Semula kami menetapkan enam
unsur (tidak termasuk ‘kemiskinan’). Sebagian besar penelitian dilakukan tanpa faktor ‘ke-
miskinan.’ Menurut catatan Porro, dikeluarkannya unsur ‘kemiskinan’ tidak akan mengubah
hasil penelitian. ‘Kemiskinan’ dimaksudkan untuk membedakan penduduk lokal dari pihak
pemilik HPH yang juga ‘bergantung’ pada hutan. Kami juga pernah memasukkan ‘etika
konservasi’ dan ‘penggusuran’ (keduanya untuk membedakan para pemukim dan masyarakat
indijenus di hutan), dan mengombinasikan ‘pengetahuan indijenus’ dan ‘hubungan hutan
dan budaya’ (karena pengetahuan indijenus mengenai hutan dapat dipertimbangkan sebagai
bagian dari ‘hubungan hutan dan budaya’). Para pengguna seharusnya dapat secara leluasa
menambahkan dimensi-dimensi yangsesuai dengan konteksmereka.
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DIMENSI-DIMENSI MANUSIA

pengelolaan hutan. Semua dimensi ini mempunyai aspek pragmatis dan etis.
Walaupun setiap dimensi ini dapat didefinisikan secara lebih rinci lagi, kami
berpendapat bahwa definisi-definisi yang ada ini memadai untuk diterapkan
oleh para pengelola hutan dan para penilai di lapangan.

KEDEKATAN DENGAN HUTAN
Kedekatan yang dimaksud di sini secara sederhana adalah kedekatan jarak
dengan hutan. Kami menyadari masyarakat yang tinggal di dekat hutan
memiliki potensi dampak cukup penting terhadap hutan. Jarak fisik yang
dimaksud dalam kedekatan ini akan bervariasi dari satu hutan ke hutan
lainnya, mengingat adanya perbedaan kemudahan akses terhadap hutan di
berbagai tempat. Bushler Bay di Washington ditunjang oleh jaringan jalan
yang sangat baik dan juga dengan sistem penyeberangan dengan , yang
menghubungkannya dengan kota Seattle dalam beberapa jam. Namun di
Kalimantan Timur, perjalanan dari ibukota propinsi di Samarinda ke Batu
Ampar (kamp HPH) dapat menghabiskan waktu delapan jam sampai dua
hari.DiTrinidad, hampir setiap orang hidup tidak jauh dari hutan.

Masyarakat yang memiliki akses yang mudah terhadap hutan akan mengun-
tungkan jika dilibatkan dalam pengelolaan hutan; dan memang benar,
setelah melakukan penelitian jangka panjang tentang pengelolaan hutan
lestari kami menyimpulkan bahwa mereka harus diberi peluang untuk ter-
libat lebih banyak. Masyarakat di sekitar hutan yang merasa dirinya tidak
diikutsertakan juga memiliki kemampuan, secara langsung ataupun tidak,
menyebabkan kerusakan hutan. Pustaka yang mendalam tentang dampak
negatif terhadap lingkungan akibat pembangunan jalan di dalam kawasan
hutan (misalnya, Mahar 1989; Moran 1981, 1990) merupakan contoh-con-
toh lain potensi masyarakat sekitar hutan untukmerusak hutan.

‘ ’

ferry
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Behan (1988) memberikan alasan-alasan yang meyakinkan terhadap penge-
lolaan oleh suatu konstituen ( masyarakat yang mengenal dan peduli,
khususnya terhadap...hutan ), yang kebanyakan dari mereka menurut Be-
han merupakan kelompok yang secara georafis dekat dengan hutan. Behan
juga mengangkat masalah penting: ada masyarakat yang mungkin mengenal
dan peduli terhadap hutan, walaupun mereka tidak tinggal di dekat hutan.
Behan membuktikan bahwa masyarakat seperti ini juga memiliki hak untuk
terlibat dalam pengelolaan hutan, seperti kita seharusnyamenghormati hak-
hak orang lain untuk memilih tidak terlibat. Satu cara yang mungkin untuk
menghadapi dilema ini adalah melibatkan kedekatan secara emosional,
begitu juga secara fisik, dalam dimensi ini seperti yang dilakukan Günter di
Trinidad. Dampak potensial relatif para pemilih yang secara fisik jauh/secara
emosional dekat dibandingkan dengan para pemilih yang secara fisik dekat
merupakan topik penelitian selanjutnya.

HAK-HAK MASYARAKAT LOKAL
Arti dari dimensi ini juga sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya
(lihat Sayer 1991, misalnya; Fortmann dan Bruce 1988 atau Poffenberger
1990). Di banyak tempat, hutan yang terancam umumnya adalah sasaran
konflik klaim tanah, bahkan sampai konflik paradigma tentang arti kepe-
milikan dan penggunaan lahan. Kadang masyarakat yang telah menempati
kawasan tertentu selama beberapa dekade, abad bahkan milenium, akhir-
akhir ini hak tradisional mereka telah direbut atau sangat ditekan (ban-
dingkan dengan Colchester 1993;Colfer bersamaDudley1993).

Jika ada masyarakat seperti ini di dekat atau di dalam hutan, pengakuan
terhadap hak-hak mereka sangat penting, baik secara etis maupun pragma-
tis. Keadilan, yang dimaksud dalam konvensi international, mengharuskan
hak masyarakat terhadap hutan diakui dan dihormati. Dari segi praktis,

‘ ’
’

‘
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persepsi tentang ketidakadilan dapat menjadi sumber berbagai masalah, dari
ketidakacuhan terhadap kebijakan hutan sampai pada peningkatan konflik,
vandalisme dan kekerasan (bandingkan dengan Guha 1993, untuk contoh-
contoh dari India; Barber dkk. 1994 atau Peluso 1992, untuk contoh-con-
toh dari Indonesia; Richards 1993, untuk contoh-contoh dari Amazonia).

Walaupun menurut pengalaman kami (terutama di kawasan tropis), para
stakeholder yang memiliki hak-hak yang sudah ada umumnya adalah masya-
rakat lokal, hak-hak yang sudah ada ini juga berlaku bagi stakeholder lain-
nya, seperti perusahaan HPH yang sudah lama beroperasi.

KETERGANTUNGAN
Dalam banyak kawasan berhutan terdapat masyarakat yang hidupnya ber-
gantung pada berbagai barang dan jasa di hutan (lihatmakalah FAO tentang
proyek tentang ketergantungan terhadap hutan; koleksi
makalah oleh Hladik dkk. 1993; koleksi Redford dan Padoch 1992). Masya-
rakat dapat berburu, menangkap ikan, mengumpulkan makanan, obat dan
serat, atau melakukan agroforestri. Masyarakat seperti ini biasanya tidak
banyak memiliki pilihan yang realistis untuk kelangsungan hidup mereka
(bandingkan dengan Peluso 1991, 1993). Kebutuhan masyarakat yang peng-
hidupannya bergantung pada hutan harus dipadukan ke dalam pengelolaan
hutan lestari. Secara etis, akses masyarakat terhadap makanan merupakan
pertimbangan penting. Secara praktis, masyarakat yang anaknya lapar kare-

Community Forestry,

9

9 Dengan demikian, penting juga untuk tidak mengabaikan kemungkinan bahwa keberadaan/
ketersediaan pilihan lain dapat berubah di masa yang akan datang. Pertimbangan penting
yang ada di sini adalah mereka yang bergantung pada hutan tidak digusur dari tempat mereka
mencari nafkah/penghidupan secara dini dan paksa, bahwa mereka memiliki suara dalam
menentukan kecepatan dan arah perubahan.
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na mereka tidak diberi akses terhadap hutan mungkin tidak akan menghor-
mati batas-batas hutan.

KEMISKINAN
Kemiskinan merupakan istilah relatif yang definisinya perlu disesuaikan
untuk masing-masing lokasi. Kelompok-kelompok atau individu yang akses-
nya terhadap sumber daya alam jauh lebih sedikit daripada stakeholder
lainnya disebut miskin . Dalam banyak kasus, akses terhadap uang tunai
merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan kemiskinan.
Namun jika di suatu tempat uang tunai merupakan barang langka, maka
ukuran-ukuran lain yang mencerminkan standar hidup, seperti kondisi gizi,
kualitas perumahan atau pemilikan barang-barang konsumsi, dapat dijadi-
kan alat penilaian.

Sementara ketergantungan sifatnya dapat menjadi kurang informatif jika
sumber daya hutan yang ada berkelimpahan, kemiskinan jelas menunjukkan
adanya kekurangan. Perbedaan lokasi perlu diingat, karena kemiskinan di
Amerika Serikat sangat berbeda dengan kemiskinan diAfrika.

Kemiskinan merupakan masalah etis yang penting karena mencerminkan
perbandingan secara tidak memadai dari akses masyarakat terhadap sumber
daya, dan mengandung implikasi serius bagi kesejahteraan mereka. Secara
pragmatis kemiskinan mencerminkan distribusi yang tidak merata (global,
regional dan/atau lokal) dan kondisi ini mengandung bahaya konflik dan
masalah-masalah sosial dan lingkungan lainnya yang terkait dengan kemis-
kinan.

‘ ’
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PENGETAHUAN LOKAL
Masyarakat yang telah tinggal di kawasan hutan sering memiliki pengeta-
huan unik dan berguna berdasarkan pengalaman lokal jangka panjang
mereka (lihat, misalnya, Banuri danMarglin 1993a; Clay 1988; Moran 1993;
Posey 1992, 1993). Pengetahuan ini dapat mengenai binatang dan perila-
kunya, tumbuhan dan pengelolaannya, penggunaan bermacam hasil, teknik
pemrosesan hasil hutan, dll. Pengetahuan lokal ini sangat bernilai, mengi-
ngat keterbatasan pengetahuan kita tentang ekologi dan kegunaan hutan
(terutama hutan tropis). Pengetahuan ini juga mendukung fungsi penting
dalam integrasi yang menguntungkan antara penduduk setempat dengan
pengelolaan hutan. Pengakuan terhadap nilai dari pengetahuan lokal dan
kegunaannya adalah alat yang berguna sekali untuk meningkatkan komuni-
kasi dan kerjasama antara penduduk setempat dan para pengelola hutan
lainnya, sertamemberdayakan masyarakat lokal.

INTEGRASI HUTAN/BUDAYA
Budaya atau cara hidup erat sekali hubungannya dengan lingkungan
mereka , dan ini berlaku juga terhadap masyarakat hutan. Mungkin ada
tempat-tempat keramat di dalam hutan, sistem-sistem simbolis yang mem-
beri arti bagi kehidupan dan sangat erat dengan perasaan masyarakat ten-
tang diri mereka, fungsi keamanan dari tumbuhan hutan selama musim
paceklik, dan banyak sekali hubungan lainnya.

10

10
Memang ada suatu teori yang disebut ‘penentuan oleh lingkungan’ yang menyatakan bahwa
budaya sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan di mana budaya ini berkembang. Harris
(1968) memberikan suatu pendekatan yang lebih canggih yang menjadi dasar model-model
ini,yangdisebut ‘penentuan oleh teknik-lingkungan.’
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Ketika kita menerapkan pendekatan kita dalam melakukan identifikasi para
pengguna hutan di hutan-hutan Amerika, jelas bahwa bagi para ahli ling-
kungan, konservasi hutan sangat berkaitan erat dengan sistem nilai dan
pandangan dunia (bandingkan dengan Vail 1993, untuk pembahasan situasi
serupa di Maine) – walaupun pandangan dunia ini mungkin secara sadar
bersifat selektif dan kemungkinan besar tidak akan terjadi di dua tempat
yang disajikan dalam lampiran.

Selama cara hidup penduduk terintegrasi dengan hutan, kelangsungan
budaya mereka terancam oleh kehilangan hutan. Kehancuran budaya ini
mempunyai dampak kemerosotan moral, pemecah belah dan perusakan
secara umum terhadap masyarakat yang sangat berpengaruh (lihat, misal-
nya, Van Haaften dan Van de Vijver 1995; de Bruijn dan van Dijk 1995).
Secara praktis kondisi ini juga berarti meningkatkan kemiskinan materi,
berbagai penyakit mental dan fisik, dan berbagai masalah sosial (yang juga
merupakan ciri kemiskinan). Oleh karena itu keragaman budaya juga meng-
alami kemerosotan.

DEFISIT KEKUASAAN
Dalam banyak kawasan, kekuasaan penduduk yang tinggal di dalam atau di
dekat hutan lebih lemah dibandingkan dengan stakeholder lain (lihat Salaf-
sky dkk. 1993, untuk pembahasan hal ini mengenai Kalimantan Barat;
Smith dan Steel 1995 mengenai pembahasan tentang

11 ‘
’

US Pacific North-

11
di bagian barat Washington, yaitu di Olympic Peninsula, suatu hutan

hujan di kawasan beriklim sedang; dan di Boise, Idaho, suatu
habitat yangjauhlebihkering dan rentan terhadap kebakaran.

Olympic National Forest
Boise National Forest North
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west

kebera-
daan

). Kekuasaan mungkin berakar pada pendidikan, kekayaan, hubungan
dengan lembaga pemerintah, atau lembaga lokal yang diakui. Penduduk
lokal misalnya, kekuasaannya jauh lebih rendah daripada para pegawai HPH
(berdasarkan faktor-faktor seperti praduga, koneksi dengan penguasa, pen-
didikan formal dan kesamaan ciri-ciri sosial); atau masyarakat Dayak di
Kalimantan umumnya memiliki kekuasaan yang lebih rendah daripada
kalangan transmigran yang agama, bahasa dan budayanya sama dengan
aparat pemerintah. Di mana defisit kekuasaan lokal terjadi, pengaruhnya
mungkin merugikan hutan, karena penduduk tidak mempunyai cara-cara
untuk melindungi sumber daya mereka dari tekanan luar (bandingkan
dengan Banuri dan Marglin 1993b; Barber dkk. 1994); atau sumber penghi-
dupan mereka sangat terganggu sehingga mereka terpaksa melakukan prak-
tik-praktik yang merusak. Akibatnya mungkin berupa degradasi lingkungan
dan juga penurunan kesejahteraan manusia.

Elemen lain yang terkait dengan masalah kekuasaan adalah tentang penge-
tahuan siapa yang dianggap penting (Ardener 1975; Colfer 1983; Colfer
dan Wadley 1996; Jordan 1991, 1997) – persoalan yang berbeda dari

pengetahuan. Banuri dan Marglin (1993b), dalam pembahasan mereka
tentang India, menjelaskan adanya suatu pola global yang umum, yang
dalam banyak kasusmerugikan pengelolaan hutan lestari:

12

13
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13

Dove (1993) memiliki komentar yang menarik: ‘Masalah bagi masyarakat hutan adalah
karena mereka menghuni hutan yang merupakan sumber daya yang sangat diinginkan oleh
kelompok-kelompok yang jauh lebih berkuasa daripada mereka (sedangkan masalahnya bagi
hutan adalah karena didiami oleh masyarakat yang terlalu lemah untuk memaksakan
kehendaknya dalam mengelola hutan secara lestari)’.

Umans (1998) mengacu pada yang lain, pandangan yang lebih dinamis dan menarik menge-
nai kekuasaan, dengan implikasi yang penting untuk pengelolaan hutan bersama. Ia menga-
takan ‘kekuasaan tidak hanya dirasakan sebagai alat (sebagai perlengkapan dari pelaku)
tetapi juga sebagai efek yang dihasilkan dan berkembang dalam jaringan para pelaku’.

16
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Dengan mencap masyarakat lokal terbelakang dan tidak peduli, dengan
menyatakan bahwa praktik-praktik mereka merusak hutan, maka para
pendukung sistem pengetahuan yang menonjol membuat suara masya-
rakat yang menantangmereka tidak akan didengar.

Pembungkaman suara masyarakat, secara sengaja atau tidak, berpotensi
menimbulkan pengaruh yang berbahaya, seperti menurunkan kemampuan
dan kemauan mereka untuk ikut serta dalam kerjasama pengelolaan hutan
atau menurunkan akses pengelola formal terhadap pengetahuan yang
berguna.

17
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Penetapan tingkat kepentingan relatif dari beragam stakeholder (untuk
membantu para pengelola formal melaksanakan pengelolaan yang lebih
baik) dan mengidentifikasi orang-orang yang tingkat ketergantungannya
terhadap hutan cukup penting (untuk digunakan dalam usaha-usaha
pengembangan dan konservasi secara lebih umum) dianggap sebagai tugas
yang penting, bahkan kontroversial dalam kasus tertentu. Pada bagian ini,
kami menyajikan garis besar suatu metode sederhana yang telah teruji paling
sedikit di sepuluh keadaan hutan (berbeda) – untuk membedakan berbagai
kelompok masyarakat tersebut. Kami juga menggambarkan berbagai cara
berbeda yang kami pakai untuk menguji metode ini. Pada bagian berikutnya,
kami akhiri dengan pembahasan menyangkut konsep-konsep dan metode
lainnya yangmasihmerupakan teka-teki.

Kami telah memakai ketujuh dimensi yang mengaitkan hutan dengan
masyarakat, yang garis besarnya diuraikan di atas, untuk menentukan stake-
holder mana yang mungkin memerlukan lebih banyak perhatian khusus dari
para pengelola formal pada tingkat unit pengelolaan hutan baik karena para
stakeholder ini mungkin tidak memiliki hak atau hak-haknya terhadap
manfaat hutan tidak diakui dan karena mereka mungkin terkena dampak

14

3 Membedakan Para Pengelola
Hutan dari Stakeholder
Lainnya

14
Lokasi-lokasiinimeliputi:

Indonesia: (1) HPH PT Kiani Lestari di Sungai Telen, (2) PT Inhutani II di Bulungan, Kal-
tim, dan (3) SuakaMargasatwaDanauSentarum,Kalimantan Barat;
Kamerun: (4) Areal konsesi Sogenic danWijmadekatKribidiSamudera Atlantik;
PantaiGading: (5)Hutan Lindung Bossematié, dekatAbengourou;
Trinidad: (6) dipusatkan di hutan Tanteak, tetapi dilakukan di beberapa lokasi yang sesuai
di seluruh negeri;
Brasil: (7) Uruara di kawasan Transamazon dan (8) di Porto de Moz sepanjang Sungai
Xingu, keduanya di bagian Timur wilayah Amazon; dan
Amerika Serikat: (9) di negara bagian Washington dan (10)

di Idaho.

!

!

!

!

!

! Olympic National Forest Boise
National Forest



langsung yang lebih besar terhadap hutan bila dibandingkan dengan stake-
holder yang lain. Contoh-contoh yang ditunjukkan dalam lampiran menya-
jikan suatu tinjauan kualitatif untuk perbandingan keadaan sesungguhnya
pada tempat dan keadaan baru yang berbeda.

Tabel 1–7 adalah matriks beberapa lokasi terpilih, yang pada kolom sisi kiri-
nya dicantumkan berbagai dimensi; sedangkan pada lajur atas dicantumkan
golongan stakeholder. Tiga di antara contoh-contoh ini berkaitan dengan
konteks (keadaan) yang digambarkan pada lampiran. Dalam matriks-
matriks ini, penilai telah menetapkan skor para stakeholder yang sesuai de-
ngan nilai skor di mana untuk setiap dimensi secara umum dikaitkan dengan
stakeholder masing-masing: Skor 1 = tinggi, 2 = sedang, 3 = rendah dan
var = bervariasi. Skor rata-rata dari tiap kolom (di luar skor-skor
bervariasi ) dihitung pada lajur bagian bawah setiap tabel. Stakeholder

telah disusun sedemikian rupa sehingga semakin ke kanan nilai tengah skor
semakin meningkat. Nilai yang merupakan batas pembeda para pengelola
hutan tampaknyamemiliki skor < 2.

Versi pertama alat ini yang dipakai untuk membedakan pengelola hutan dari
stakeholder lainnya, diuraikan dalam Colfer (1995), dibuat setelah diuji
selama sebulan, dengan melakukan uji lapang terhadap K&I secara lintas
disiplin di HPH PT Kiani Lestari, yang membelah Sungai Telen di Kaliman-
tan Timur, dan di Hutan Lindung Bossemati dekat Abengourou di bagian
Timur Pantai Gading pada tahun1995. Penelitian dilanjutkan pada tahun
1995 dan 1996, di lokasi penelitian kami di perusahaan penebangan kayu
Cemex, sepanjang Sungai Tapajos di sebelah Timur Amazon, Brasil; dan di
kawasan penebangan hutan Wijma dan Sogenic di sebelah Timur Kribi di
Barat daya Kamerun. Pada tahun 1998 selama sebulan, dilakukan uji lapang
lintas disiplin di di sebelah Barat Idaho,ASUtara.

Uji tambahan yang dilakukan ilmuwan sosial secara terpisah dilakukan di
, Peninsula di Negara Bagian Washington, AS (1995,

Colfer); Suaka Margasatwa Danau Sentarum yang dikelilingi oleh beberapa
kawasan HPH di Kalimantan Barat (1996, Colfer, Reed Wadley dan Emily

‘ ’
‘ ’
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BoiseNational Forest

Olympic National Forest
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Harwell); kawasan HPH Inhutani II di Hutan Penelitian Bulungan Kali-
mantan Timur (1998, CynthiaMcDougall); dan di Uruara di dekat jalan raya
lintas Amazon dan Porto deMoz di Sungai Xingu, keduanya di sebelah Timur
wilayahAmazon, Brasil (1998, NoemiMiyasaka Porro danRobert Porro).

Proses pemberian skor semula melibatkan pembuatan perkiraan berda-
sarkan pengalaman lapang profesional dari kasus-kasus hutan konsesi di
Kalimantan Timur dan . Di Pantai Gading, kami
memberikan skor berdasarkan observasi-observasi lapang yang singkat (ba-
rangkali dapat dibandingkan dengan hasil studi sebuah tim sertifikasi).
Hasil perkiraan ini kemudian dibahas dengan anggota tim lain untuk
direvisi. Pada tahun 1995, 15 peserta dalam penutupan lokakarya tentang uji
K&I CIFOR di Belem menguji metode ini. Dalam kumpulan data ini, ada 17
stakeholder yang telah diidentifikasi, mencerminkan fakta bahwa peserta
lokakarya berasal dari seluruh Brasil, dengan berbagai bentuk penggunaan
hutan lokal dengan profil-profil penggunaan yang berbeda. Tampaknya
metode ini dapat diterapkan mulai dari tingkat unit pengelolaan hutan
sampai pada tingkat nasional.

Hasil yang telah dikumpulkan mendukung pendapat kami bahwa pengelola
hutan merupakan stakeholder yang mendapat skor atau . (Namun
demikian, kami merekomendasikan nilai skor ini sebagai acuan kasar, bukan
sebagai nilai yang kaku.

Günter (1998), McDougall (1998) dan Porro & Porro (1998) baru-baru ini
menguji perangkat ini di Trinidad, di Hutan Penelitian Bulungan dan Brasil.
Günter (1998) bertanya kepada para pakar lokal yang netral tentang kehu-
tanan dan kelestarian untuk mengisi Matriks Siapa yang Perlu Dipertim-

Olympic National Forest

2 kurang

15

16
‘ ’

15

16

Seymour dkk., (1995) misalnya, hanya memerlukan 2–12 hari kunjungan lapang untuk
melakukan Sistem Sertifikasi Ilmiah (SCS).

Para pakar yang dilibatkan Günter berasal dari Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin
dan Karibia, UNDP, Unit Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, Universitas West Indies,
Asosiasi Pelestarian Hutan Karibia, Institut Pertanian dan Kehutanan Karibia Timur, Kerja-
sama Antar Institut PertanianAmerika danDivisiKehutanan.
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bangkan. Hasil penelitian itu kemudian dipakai untuk memilih kelompok
masyarakat paling penting sebagai fokus penelitian disertasinya dalam
pengelolaan hutan lestari (wiraswastawan, pekerja hutan yang memegang
ijin HPH dan pekerja penggergajian).

Hasil penelitian McDougall (1998) berdasarkan instruksi-instruksi dalam
panduan metode yang dikembangkan CIFOR, baru-baru ini diterbitkan
dengan judul Panduan Penilaian Dasar Kesejahteraan Manusia (

) (Colfer dkk. 1999a). Ia mencoba
membuat Matriks Siapa yang Perlu Dipertimbangkan, berdasarkan hasil-
hasil metode Kelompok Sasaran sebelumnya yang dirancang untuk memper-
jelas berbagai peran stakeholder yang relevan. Ia menemukan bahwa para
anggota kelompok sasaran (penduduk lokal) memperkecil kisaran stake-
holder yang relevan sedemikian rupa sehingga pengguna hutan yang penting
(seperti para pekerja hutan) dan kelompok stakeholder yang tidak relevan,
disingkirkan terlebih dahulu sebelum relevansimereka dikaji.

Porro dan Porro (1998), seperti Colfer, lebih banyak mengandalkan
penilaian mereka. Menurut mereka, metode ini sangat bermanfaat, tetapi
mereka menekankan pentingnya kualifikasi penilai dalam membuat peni-
laian. Mereka juga kurang puas karena sifat penilaian yang statis dan tidak
mampu mencerminkan kecenderungan atau aktivisme politis. Mereka
mengakui bahwa penyatuan pertimbangan-pertimbangan serupa akan
mempersulit penggunaan suatu alat yang dirancang agar sederhana dan
mudah digunakan.

Hasil dari berbagai pengujian menunjukkan bahwa metode ini mantap dan
bermanfaat serta mudah disesuaikan dengan kondisi setempat. Alat ini
mudah dipakai, cepat dan hasilnya konsisten yang secara intuitif tampaknya
cocok dengan semangat yang terlihat pada kriteria dan indikator untuk
PHL.

Namun metode ini masih ada kekurangannya. Yang terpenting adalah bah-
wa penilaian terhadap PHL yang juga mempertimbangkan kesejahteraan

Basic
Assessment Guide for Human Well-Being
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masyarakat (seperti yang telah dilakukan oleh CIFOR) adalah semakin baik
jika dikerjakan secara berulang-ulang. Matriks Siapa yang Perlu Dipertim-
bangkan dimaksudkan sebagai langkah awal dalam proses progresif yang
secara perlahan dapat mempertajam pemahaman para penilai terhadap
kondisi setempat. Penentuan bahwa satu kelompok etnis lokal atau lainnya,
misalnya, adalah penting di lokasi tertentu, dapat menuntun kita pada
pemeriksaan yang lebih hati-hati terhadap perbedaan-perbedaan pola
penggunaan sumber daya oleh pria dan wanita di dalam kelompok suku itu.
Variasi dalam kelompok – seperti umur, jender, kasta, mata pencaharian –
dapat menjadi sama besarnya (dan sama pentingnya) dengan variasi umum
di antara stakeholder yang diperjelas dalam Matriks Siapa yang Perlu Di-
pertimbangkan. Ini terjadi bila pengelola resmi melangkah lebih jauh dari
sekedar penilaian ke pemantauan atau pengelolaan bersama.

Pemecahan ketiga dilema yang terus menerus itu akan meningkatkan ke-
percayaan kita terhadap metode tersebut: menakar bobot setiap dimensi,
metode pemberian skor dan penentuan nilai pemisah. Penentuan bobot
relatif dari ketujuh dimensi menimbulkan kesulitan tertentu. Metode yang
disajikan dalam tulisan ini, menganggap setiap dimensi memiliki bobot yang
sama. Hal ini mungkin bukan suatu asumsi yang semestinya. Kemungkinan
lain adalah bahwa dimensi-dimensi yang berbeda akan bervariasi tingkat
kepentingannya sesuai konteksnya. Oleh karena itu, pembobotan itu sebaik-
nya ditentukan secara lokal. Kami sedang mengembangkan sebuah pen-
dekatan analisis multikriteria yang akan membantu dalam konteks ini
(Mendoza dkk. 1999).

17

18

17

18

Walaupun kami telah meminta para kolaborator kami untuk mengemukakan hal ini, tidak
ada satu pun yang mengusulkan bahwa pembobotan yang sama adalah tepat mungkin
lebihmirip,bahwamasalah itumemang rumit.

Seymour dkk., (1995) melaporkan bahwa satu dari sekian tugas semula dari tim Sistem Serti-
fikasi Ilmiah adalah untuk ‘mempertimbangkan kasus khusus beberapa kriteria evaluasi da-
lam ketiga unsur-unsur program [kelestarian sumber daya hutan, pemeliharaan ekosistem
hutan, serta keuangan dan kelestarian sosial ekonomi]…’. Mungkin diperlukan sejumlah
percobaan serupa yang mendahului upaya-upaya untuk menentukan siapa yang perlu diper-
timbangkan.

atau
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Pemberian skor merupakan masalah lain. Dalam konteks sertifikasi, misal-
nya, pada tinjauan lapang selama sebulan di mana sejumlah evaluasi yang
lain juga harus dilakukan – mungkin perkiraan waktu yang cukup leluasa
untuk tim-tim penilai serupa sistem pencatatan skor sederhana dengan
nilai 1 3 adalah masuk akal. Seperti konsep semula, teknik pemberian skor
adalah sangat mudah, dirancang untuk membantu para evaluator menilai
kelestarian hutan yang ada untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat
yangmemerlukan perhatian khusus secara cepat dan mudah.

Namun demikian, untuk manfaat tertentu (khususnya apabila waktu peni-
laian yang tersedia lebih banyak), akan berguna dan memungkinkan untuk
menyempurnakan sistem pemberian skor. Skala yang berbeda sudah diper-
timbangkan. Beberapa rekan menyarankan skor 1 4, 1 5, 0 5, 1 10 dan
1 100 sebagai skala yang ideal. Beberapa di antaranya lebih suka untuk
menyerahkan pilihan kepada responden dalam menentukan nilai tengah;
yang lain lebih sukamenghindarinya.

Karena penyusunan dimensi-dimensi diperlakukan sebagai skala perban-
dingan (kontinu), sebenarnya tidak harus menggunakan skala nominal
(daripada sekedar penyederhanaan). Kemungkinan lain yang tampaknya
menarik secara teoritis melibatkan alokasi nilai 100 untuk seluruh matriks
dan membiarkan para responden menempatkannya di antara kotak-kotak
yang mereka rasa tepat. Pemberian skor secara serempak ini menghasilkan
data yang lebih bisa diterima secara analisis statistik sekaligus menyajikan
jalan keluar untuk mengatasi masalah pembobotan skor seperti diuraikan di
atas (Maxwell dan Bart 1995). Masalahnya, tugas pengisian matriks men-
jadi lebih sulit. Bahkan cara ini juga mungkin secara tidak langsung me-
nunjukkan tingkat ketepatan, yang sebenarnya tidak ada.

–
–

– – – –
–

19

19
Pemberian skor ‘bervariasi’ misalnya, tidak dapat diterima secara statistik. P. Venkateswarlu
(seorang ahli statistik) menyarankan bahwa percobaan untuk menduga skor rata-rata bagi
stakeholder yangberagam akan lebih diterima secara statistik.
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Akhirnya, titik pembeda/pembatas bagi pengguna hutan vs stakeholder lain,
mungkin memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Dalam seluruh pengujian
yang kami amati, nilai ‘2’ tampaknya merupakan nilai pembeda yang nyata
dan konsisten. Namun keadaan ini tidak selalu terjadi dan seseorang mung-
kin ingin menentukan nilai yang lebih disukai secara lokal. Penetapan nilai
inimerupakan topik penting untuk diteliti lebih lanjut.

Menempatkan stakeholder pada tempat mereka yang semestinya menurut
ketujuh dimensi yang digunakan adalah – menurut pendapat kami – ber-
manfaat dalam menentukan tingkat relevansi mereka dengan PHL (terma-
suk dampaknya terhadap hutan maupun kesejahteraan manusia). Melalui
berbagai pengujian metodologi, kami berpendapat bahwa metode ini cukup
sederhana, tidak berbelit-belit dan secara umum bisa diterapkan.

25
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Pengembangan dan pengujian terhadap alat ini dilakukan saat uji lapang
kriteria dan indikator dipakai dalam PHL. Salah satu dasar pemikiran yang
kami jadikan acuan kerja adalah bahwa kesejahteraan manusia merupakan
sesuatu yang penting, walaupun bukan merupakan prasyarat yang memadai
bagi PHL. Dalam pengujian yang kami lakukan, kami perlu untuk mengi-
dentifikasi golongan masyarakat yang mana, terutama di hutan-hutan tropis
lembab yang kami kunjungi, layak mendapat perhatian kami. Dengan cepat
kami ketahui bahwa pihak-pihak lain (para ilmuwan, para pengelola, pem-
beri sertifikat, evaluator) juga mau melakukan penilaian yang sama terhadap
kondisimasyarakat di kawasan hutan secara cepat.

Matriks Siapa yang Perlu Dipertimbangkan sangat membantu kami. Metode
ini sederhana dan cepat serta menyajikan titik acuan yang sangat baik untuk
menilai berbagai keadaan masyarakat di hutan-hutan yang kami kunjungi.
Matriks ini dapat mengidentifikasi masalah-masalah penting, memusatkan
pikiran kami pada stakeholder lokal, dan memungkinkan kami untuk mem-
persingkat pekerjaan kami. Untuk tujuan-tujuan yang lebih bersifat aka-
demis, perlu dilakukan penetapan definisi secara lebih tepat untuk istilah
dimensi yang digunakan, termasuk pengukuran-pengukuran spesifik atau
indikator-indikator untuk penilaian dimensi. Ada 2 faktor yangmengecilkan
hati kami untuk menempuh jalur ini: 1) indikator-indikator serupa cende-
rung bervariasi menurut lokasi, menyebabkan berkurangnya manfaat/kegu-
naan instrumen ini, dan 2) para penilai kemungkinan besar tidak memiliki
cukup waktu untuk melakukan pengukuran-pengukuran seperti yang dican-
tumkan.

Ketika matriks ini dipakai sebagai bagian dari program pemantauan internal
atau untuk kepentingan pengelolaan bersama, indikator dimensi yang sesuai
dengan kondisi lokal menjadi penting dan memungkinkan, dan penggam-
baran secara lebih tepat terhadap stakeholder (para kelompok pengguna dan

‘ ’
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subkategori yang lain) juga akan semakin dibutuhkan. Alat-alat tambahan
yang perlu untuk membuat pembedaan secara lebih tepat di antara para
pengelola hutan tersedia dalamColfer dkk. (1999 a,b).

‘
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Di tiga lokasi yang terpilih sebagai contoh, terdapat sejumlah kategori umum
dan kategori khusus di antara para stakeholder. Warga negara nasional, kon-
sumen, pejabat kehutanan, pengusaha skala kecil, dan pekerja HPH – dengan
berbagai sifat yang khas – muncul di semua tempat. Di antara kelompok-
kelompok ini, hanya konsumen yang cukup sebanding dalam hal hubungan
mereka dengan hutan, yang akan dibicarakan secara umum di sini.

Orang-orang ini menggunakan produk-produk yang dihasilkan
oleh hutan. Hampir semua konsumen merasa khawatir tentang ke-
mampuan untukmemelihara akses terhadap produk-produk seperti itu,
dan beberapa orang khawatir tentang kelestarian pengelolaan hutan.
Setiap lokasi mempunyai stakeholder tambahan dan juga ciri-ciri
berbeda untuk stakeholder yang sama yang terdapat di tempat lain.

‘ ’20

Konsumen –

Lampiran:
Contoh Stakeholder dari Indonesia,
Pantai Gading, dan Amerika Serikat

20
Sifat umum itu mungkin, tentu saja, hanya menggambarkan fokus yang sampai sekarang
masih lebih banyak memberikan perhatian kepada masyarakat yang dekat dengan unit
pengelolaan hutan.



A. HPH PT KIANI LESTARI DI KALIMANTAN TIMUR, INDO-
NESIA

Dayak

Kutai

21

Departemen Kehutanan Indonesia mengelola seluruh kawasan hutan di
Indonesia atas nama negara. Untuk kawasan hutan Kalimantan yang diklasi-
fikasikan sebagai hutan produksi, negara memberikan hak pengelolaan
hutan bagi perusahaan swasta dan semi-swasta. Para pemegang HPH ini
kemudian setuju untuk mengelola kawasan hutannya menurut hukum dan
peraturan kehutanan yang berlaku di Indonesia. Di kawasan hutan Diptero-
carpace dataran rendah milik PT Kiani Lestari seluas 340.000 hektar banyak
tersebar desa-desa dari perkampungan (sebagian besar penduduk
Kalimantan yang beragama Kristen dan masyarakat indijenus penganut
animisme) dan perkampungan (indijenus, Muslim, orang Melayu),
yang masing-masing memiliki sistem kepemilikan lahan, pengelolaan hutan,
dan hak guna hutan tradisional. Sebagian besar masyarakat ini melakukan
pengusahaan ladang seperti peladangan berpindah dalam kondisi kepadatan
penduduk yang rendah (bersifat lestari sampai sebelum dekade terakhir).

22

21

22

Colfer melakukan penelitian etnografi selama satu tahun di Long Segar, sebuah desa yang
termasuk dalam wilayah konsesi HPH Kiani Lestari (waktu itu milik Georgia Pacific) pada
tahun 1979-80, sebagai bagian dari proyekManusia dan Biosfer, ‘Interaksi antara penduduk
dengan hutan di Kalimantan Timur’. Penulis melakukan penelitian tambahan yang singkat
pada tahun 1981, 1983, 1991, 1995 dan 1997. Kondisi kehutanan Indonesia sedang menga-
lami perubahan pesat, sehingga pengamatan-pengamatan ini mungkin tidak berlaku di masa
yang akandatang.

Kepemilikan lahan di Indonesia, seperti di sebagian besar negara-negara tropis sudah lama
merupakan masalah yang sulit. Departemen Kehutanan mengklaim ‘lahan hutan’ sebagai
milik negara (Undang-undang Pokok Kehutanan 1967). Departemen Pertanian mempunyai
badan hukum mengenai hak ‘adat’ dari penduduk lokal (atau adat) dan negara menghormati
hak tersebut (Agraria, 1976). Dua undang-undang ini saling bertentangan secara langsung.
Konflik lahan setempat yang diselesaikan kasus demi kasus sering merugikan mereka yang
bertempat tinggal di dalam hutan. Undang-undang Pokok Kehutanan ini sekarang sedang
dalam tahap revisi, karena krisis politik dan ekonomi yang sedang dihadapi oleh Indonesia.
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Kegiatan pertanian ini dilengkapi dengan pemanfaatan hutan (perburuan,
penangkapan ikan, pengumpulan berbagai hasil hutan) dan migrasi musim-
an pria sebagai tenaga kerja harian. Orang-orang yang diketahui bermata
pencaharian melalui konsensi di tahun 1989 adalah 20.308 (FAO 1989),
dengan kepadatan penduduk kira-kira 60 orang/km – jauh lebih tinggi
daripada salah satu dari angka kepadatan tradisional atau rata-rata tingkat
propinsi sebesar 7,7/km (Beukeboom 1989).

Sepuluh ribu hektar dari kawasan ini telah dikembangkan menjadi lokasi
transmigrasi untuk para transmigran dari pulau Jawa dan pulau-pulau lain di
Indonesia yang padat penduduknya, yang dibiayai oleh pemerintah (Sakun-
taladewi dan Amblani 1989). Lahan seluas 108.000 hektar dalam konsensi
ini dikategorikan sebagai hutan konversi, yang sebagian besar akan dikem-
bangkan untuk Hutan Tanaman Industri yang terutama ditanami

. Ada empat kelompok masyarakat transmigran HTI dalam kawas-
an ini. Mereka, kebanyakan berasal dari Jawa, mulai berdatangan pada
tahun 1990 sebagai tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan
area penanaman.

Perubahan yang terjadi meliputi pengurangan hutan alami secara drastis
(dengan kemungkinan penurunan keanekaragaman hayati sebagai akibat-
nya), peningkatan jumlah penduduk secara cepat melalui migrasi ke dalam
(terutama yang disponsori oleh pemerintah), penurunan yang cukup tinggi
dalam hal integritas kebudayaan penduduk asli Kalimantan Timur, dan
meningkatnya masalah di sektor pertanian yang berkaitan dengan keme-
rosotan kualitas lingkungan.

– Masyarakat ini (termasuk beberapa sub-kelompok, seperti Kenyah,
Kayan, Bahau) mempraktekkan gaya hidup di sepanjang aliran sungai
di dalam hutan.Mereka cenderung menempati daerah tertentu, meski-

2

2

‘ ’ Acacia
mangium

Dayak
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pun tidak selalu di lokasi desa tertentu, selama beberapa dasawarsa dan
kadang beberapa abad. Sebagian masyarakat ini kurang mempunyai
kekuasaan, uang dan pendidikan formal dibandingkan dengan anggota
masyarakat lain yang lebih dominan. Sistem Dayak memiliki penge-
tahuan yang berguna tentang lingkungan mereka dan praktek-praktek
pengelolaan hutan indijenus, yang sering diremehkan dan disalah
mengerti oleh orang luar (lihat Brookfield dan Padoch 1994; Colfer
bersama Peluso dan Chin 1997). Mereka juga biasanya mempunyai
komitmen sampai tingkat tertentu untuk memelihara lingkungan hu-
tan dan cara hidup mereka. Mereka sering merupakan pihak yang sela-
lu ‘kalah’ dalam pendekatan pengelolaan hutan oleh yang berwenang.

– Adalah masyarakat penetap yang sudah lama, penduduk lokal dari
Melayu, berlatar belakang kebudayaan Islam dan hidup di dalam ma-
syarakat di sepanjang aliran sungai, berbaur dengan masyarakat Dayak.
Sistem agroforestri mereka serupa dengan yang dimiliki masyarakat
Dayak, dengan perbedaan utamanya adalah sistem Kutai agak lebih
berorientasi komersial dan mereka lebih diterima oleh anggota masya-
rakat yang lebih dominan (karena kesamaan agama dan sejarah yang
lebih menonjol – Kutaimempunyai Kesultanan di Tenggarong).

– Mereka dipindahkan ke kawasan hutan dari tempat-tempat
yang padat penduduknya (misalnya, Jawa, Timor, Flores) yang keba-
nyakan dicirikan oleh pertanian yang intensif. Mereka miskin, tidak
banyak memiliki pilihan kegiatan ekonomi (bandingkan dengan Vayda

23

Kutai

Transmigran
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‘Masyarakat dominan’ mengacu kepada penduduk Muslim dari Jawa yang mewakili
sebagian besar penduduk di Indonesia dan mendominasi sistem pemerintahan, yang
kepentingannyamendominasi kebijakan politik nasional.



dan Sahur 1988 tentang petani lada di Bugis; Colfer 1991 atau Davis
1988 tentang transmigran). Mereka umumnya datang bersama keluar-
ga masing-masing, bertujuan untuk mengerjakan kegiatan pertanian
menetap, sering atas dukungan pemerintah. Hubungan mereka dalam
program transmigrasi dan (sering) karena kesamaan suku dengan
pejabat pemerintah juga membuat mereka mempunyai lebih banyak
pengaruh daripada penduduk asli di daerah tersebut. Transmigran yang
baru datang, tidak mengenal cara-cara hidup dan sekaligus menjaga
lingkungan hutan, cenderung lebih banyak ke arah gaya hidup perta-
nian. Beberapa orang datang ke daerah tersebut hanya untuk meng-
eksploitasinya kemudian pergi; dan yang lainnya bermaksud untuk
menetap. Pandangan untuk melindungi alam dari para transmigran
mungkin lebih terfokus pada daripada

. Dalam suatu kurun waktu, mereka mungkin melakukan
penyesuaian diri terhadap pengetahuan dan praktek-praktek yang
dilakukan oleh masyarakat asli yang hidup di hutan (Fulcher 1982).

HPH mempekerjakan beberapa orang pekerja. PT Kiani Les-
tari melaporkan adanya 543 pekerja pada tahun 1989 (FAO 1989). PT
Alas Helau (perusahaan yang terkait, bekerja di kawasan hutan yang
sama) mempunyai 725 pekerja pada tahun 1995, sebagian besar go-
longan suku Jawa (34%), Kutai (23%), Timor (13%), dan Bugis (11%).
Para pria ini (kurang dari 5% pekerja di Alas Helau adalah wanita)
cenderung bekerja dalam kondisi penuh bahaya, sering dengan sedikit
pengetahuan tentang praktek pembalakan hutan yang aman – baik
untuk keselamatan mereka sendiri atau untuk perlindungan lingkung-
an. Sebagian besar wanita bekerja dalam sektor informal (termasuk
pelacuran, dengan segala risiko buruk terhadap kesehatan fisik dan

‘ ’ ‘
’

pengelolaan tanah pengelolaan
hutan

Pekerja HPH –
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mental yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut). Banyak pekerja
HPH yang berada jauh dari keluarga mereka dan dari sumber penga-
wasan atau perlindungan sosial tradisionalnya, meskipun beberapa
orangmenetap setelah kegiatan pembalakan hutan berakhir.

– Mereka mungkin berwiraswasta atau bekerja untuk
pemerintah. Mereka mempunyai informasi dan modal yang memung-
kinkan mereka untuk ikut serta dalam pemasaran dan pengolahan
hasil-hasil hutan. Mereka mungkin juga terlibat dalam spekulasi lahan,
mempekerjakan orang lain untuk menebang hutan (biasanya ilegal)
dan/atau untuk membuka hutan yang kemudian mereka nyatakan
sebagai milikmereka.

– Kelompok ini mencakup orang-orang yang berpendidikan,
pejabat eselon yang lebih tinggi di perusahaan yang memungut hasil
kayu dari hutan. Mereka umumnya datang dari daerah lain, keba-
nyakan dari perkotaan, dengan sedikit sekali pengetahuan keadaan

24

25

Pengusaha skala kecil

Pejabat HPH
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Pembahasan Enloe (1989) tentang sejarah perkebunan selamamasapenjajahan di Indonesia
ternyata relevan dengankeadaaandisini:

Pelacuran menjadi sesuatu yang wajar di banyak kawasan hutan karena memang diran-
cang demikian, bukan suatu kebetulan belaka. Ada beberapa catatan perdebatan para
pengelola mengenai keuntungan dan kerugian pelacuran bagi perusahaan mereka…
Mereka berpendapat bahwa terlalu sulit mendapatkan pekerja pria untuk bekerja di
perkebunan jika mereka tidak menyediakan layanan seksual dari para wanita. Lagi pula,
banyak pengelola HPH ini yang berpendapat bahwa pelacuran merupakan suatu ketidak-
susilaan yang tingkatnya lebih rendah daripada hubungan homo seksual antara para
pekerja pria yang tidak didampingi wanita.Akhirnya dengan menyisihkan sebagian besar
dari upah mereka untuk membayar jasa pelacuran, para pekerja pria semakin terjerat
hutang sehingga membuat mereka lebih sukar untuk meninggalkan pekerjaan di sektor
kehutanan ketika kontrak mereka berakhir.

Dukungan serupa terhadap kebutuhan pelacuran dikemukakan oleh karyawan perusahaan di
Kalimantan,mungkin untuk alasan-alasanyangsama.

Di Kalimantan Barat, kami mengetahui satu kasus di mana kepala suku Iban merupakan
mitra suatu perusahaan kayu, yang dalam hal ini pembalakan hutan yang mereka lakukan
adalah sah.



setempat, baik tentang manusia atau mengenai lingkungannya, sedikit
sekali. Mereka merupakan wakil nasional di hutan yang terpencil, dan
mungkin mempunyai kekuatan yang cukup besar atas kehidupan
masyarakat yang tinggal di dalam hutan.

– Kelompok ini adalah para pejabat dari
Departemen Kehutanan Indonesia. Mereka secara teknis bertanggung
jawab terhadap pengelolaan hutan, tetapi tidak mempunyai sumber
daya (sumber daya manusia atau finansial) untuk mengelola hutan
secara efektif. Tugas resmi mereka termasuk untuk melindungi hutan
dan, pada tingkat tertentu, memberikan perhatian terhadap kesejah-
teraan hidup masyarakat.

Kelompok ini adalah orang-orang yang berada di kota,
yang peduli terhadap keadaan hutan-hutan di Indonesia, dan juga
keadaan penduduknya. Mereka memberikan tekanan kepada peme-
rintah dan perusahaan untuk meningkatkan kelestarian kegiatan
pembangunan hutan yangmereka lakukan.

– Kelompok ini mempunyai kepentingan dengan hu-
tan, sebagai penerima segala pendapatan yang berasal dari hutan, yang
sampai tingkat tertentu disalurkan melalui program-program pemba-
ngunan.

Hutan lindung Bossematié, di dekat Abengourou di sebelah timur Pantai
Gading adalah suatu hutan lindung artinya hutan tersebut berada di
bawah wewenang hukum SODEFOR (lembaga pemerintah untuk menge-
lola hutan) dan secara hukum tidak diijinkan untuk digunakan dalam sektor
pertanian bagi penduduk lokal (SODEFOR 1994a,b). Persepsi pemerintah

Pejabat Departeman Kehutanan

Pemerhati lingkungan

Warga negara nasional

B. HUTAN LINDUNG BOSSEMATIÉ, PANTAI GADING

–
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tentang masalah kepemilikan (sudah ada sejak berada dalam kekuasaan
Perancis) bertentangan dengan persepsi masyarakat indijenus tentang
kepemilikan dan berbagai hak untuk memanfaatkan. Hutan ini sudah sangat
rusak, dan berbagai usaha sedang dilakukan untuk merehabilitasinya, mela-
lui penanaman berbagai jenis pohon komersial. Pembalakan hutan dan
pertanian tidak diijinkan lagi di Bossematié.

Ehui dan Hertel (1989) melaporkan bahwa tingkat deforestasi di Pantai
Gading adalah yang tertinggi di dunia (300.000 hektar atau 6,5% per tahun,
dari hutan tropis yang semula luas seluruhnya 16 juta hektar). Mereka juga
melaporkan bahwa sekitar 4,7 juta hektar Wilayah Hutan Permanen dan
sekitar 731.750 hektar Wilayah Hutan Pedesaan pada tahun 1978, yang
semakin banyak berkurang sejak tahun 1987.

Di Pantai Gading, masalah-masalah kehutanan berkaitan dengan masalah
pertanian. Berdasarkan studi pada tahun 1986, Wiersum mencatat terja-
dinya penurunan secara umum dalam kestabilan dan kelestarian sistem
peladangan berpindah yang dilakukan masyarakat indijenus karena penu-
runan ketersediaan lahan untuk setiap ladang, penurunan nisbah, masa bera
dan masa penanaman, dan sering juga karena menurunnya hasil panen dan
keragaman tanaman . Ia juga mencatat bahwa perubahan dari peladangan
berpindah menjadi penanaman tanaman perdagangan menetap tidak men-
dorong kestabilan tata guna lahan, tetapi justru lebih banyak menyebabkan
perambahan hutan oleh kegiatan pertanian. Van den Breemer (1989) mela-
porkan keberadaan, di antara masyarakat Aouan (di dekat Bossematié),
suatu sistem pemikiran dan peraturan, pada tingkat yang tidak disadari,

mengarahkan masyarakat untuk memelihara keseimbangan ekologis. Na-
mun ia juga mencatat adanya proses perubahan sosial secara internal dengan
dampak yang sangat merusak lingkungan . (Lihat Fairhead dan Leach 1998

untuk pandangan yang baru dan berbeda.)
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Di Bossematié, suatu proyek kerjasama Jerman-Pantai Gading bersama
masyarakat sekitar hutan berusaha untuk mengembangkan beberapa pilihan
sistem agroforestri mereka yang masih tradisional dengan menambah ta-
naman pangan yang dilengkapi dengan perburuan dan penanaman kakao
dan kopi (Aha Badou dkk. 1992; SODEFOR 1994a). Proyek ini berusaha
keras untuk mendorong keikutsertaan masyarakat lokal dalam perencanaan
dan pelaksanakan kegiatan mereka (yang berbeda dengan prasangka sejarah
nasional yang tidakmelibatkan petani, misalnya,Miracle 1970).

Tekanan jumlah penduduk lokal di hutan ini cukup besar, dari migrasi masuk
(dari masyarakat Pantai Gading sendiri dan dari negara-negara yang berde-
katan) dan dari peningkatan jumlah penduduk secara alami. Menurut per-
kiraan SODEFOR (1994a) pada tahun 1991 komposisi penduduk di Bosse-
matié terdiri dari 62% (indijenus), 15% yang bermigrasi dari luar Pantai
Gading ( ), 21% dari Burkina Faso dan 2% dari Mali. Antara tahun
1975 dan 1988, SODEFOR mendapatkan bahwa rata-rata peningkatan
jumlah penduduk di daerah tersebut adalah 4,7% (dengan kenaikan terting-
gi di beberapa daerah mencapai 11,2%). Tingkat kepadatan penduduk
berkisar antara 20-50 orang/km . Penanaman tanaman pangan dan tanaman
keras di hutan Bossematié (baik legal maupun ilegal) sekarang berada di
bawah pengawasan SODEFOR. Menggabungkan berbagai masalah kemis-
kinan penduduk lokal, migrasi masuk yang tidak terkendali dan peningkatan
jumlah penduduk secara alami dengan berbagai upaya untuk merehabilitasi
dan melindungi hutan lindung ini merupakan tantangan besar dalam penge-
lolaan hutan (bandingkan dengan van den Breemer 1992).

Banyak kategori stakeholder berikut hampir sama dengan yang ada di
Indonesia.

Agni
Baoule

2
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Agni

Allochtones

Allogens

( ), kelompok suku yang bertempat tinggal di dalam dan di
dekat hutan. Kami menduga bahwa meskipun kelompok ini sudah
tinggal di dalam kawasan dalam waktu yang lebih lama daripada
kelompok lainnya, mereka tetap tidak mempunyai hak-hak yang kuat
di hutan Bossematié (Aha Badou dkk. 1992). Namun suku Agni
yang bersifat matrilinial ini mempunyai tradisi memanfaatkan hutan
secara agroforestri (lihat van den Breemer 1992, tentang sistem
Aouan yang serupa). Mereka juga kadang secara tradisional dan
berkala memasukkan anggota dari kelompok-kelompok suku lain di
dekatnya ke dalam sistem mereka. Sistem ini, selain memberikan
tambahan tenaga kerja bagi suku Agni, juga menyediakan fungsi
keamanan sosial yang lebih luas di daerah tersebut, juga membe-

rikan pilihan mata pencaharian subsisten bagi mereka yang kela-
paran.

, penduduk Pantai Gading dari tempat lain yang tinggal di dalam
atau di dekat hutan. Kelompok masyarakat ini pindah ke hutan pada
waktu terjadi tekanan keadaan ekonomi atau lingkungan di daerah
tempat asal mereka, untuk bekerja bagi kelompok masyarakat indi-
jenus (di dalam atau di dekat hutan). Beberapa di antara kelompok
ini berasal dari lain daerah yang sebelumnya berhutan, yang lain
berasal dari padang rumput dan dari gurun pasir di sebelah utara se-
hingga mereka mempunyai pengetahuan indijenus tentang berbagai
ekosistem dan pengelolaan hutan yang tingkatnya sangat bervariasi.

, orang asing, sebagian besar adalah pengungsi (karena alasan politik
dan ekonomi) di dalam atau di dekat hutan. Peran mereka dalam
pengelolaan hutan lestari serupa dengan peranan penduduk Pantai

Autochtones
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Gading dari daerah lain, hanya mereka mempunyai hak-hak yang
lebih sedikit.

Termasuk pembalak hutan yang bekerja untuk
kontraktor ( ), di bawah perusahaan besar/SODEFOR dan
pekerjaan jasa (termasuk pelacuran di daerah tersebut di mana seki-
tar 15% dari jumlah penduduk positif mengidap HIV, van Haaften
1995).

Kontraktor lokal yang menjalankan operasi pembalakan hutan
dalam skala kecil atau menerapkan usaha lain yang berkaitan dengan
kehutanan untuk perusahaan yang lebih besar.

– Orang-orang yang bekerja untuk perusahaan pem-
balakan kayu berskala besar, biasanya tempat kerjanya agak jauh dari
hutan, tetapi pengaruhnya cukup besar dalam pengelolaan hutan.

– Orang-orang yang bekerja untuk pemerintah (Departe-
men Kehutanan, SODEFOR, dll.) yang mungkin juga secara fisik
berada jauh dari hutan.

[ – Peran orang-orang ini tidak diselidiki di Pantai
Gading, tetapi mereka mungkin mempunyai kepentingan yang
mungkin semakin meningkat terhadap Hutan Lindung.]

– Hanya sedikit pemerhati lingkungan di Pantai
Gading, tetapi relevansi mereka mungkin semakin meningkat, yang
didukung oleh meningkatnya perhatian internasional terhadap
hutan-hutan di Pantai Gading.]

26

Pekerja perusahaan kayu –
tacherons

Kontraktor

Pejabat perusahaan

Pejabat kehutanan

Warga negara Nasional

[Pemerhati lingkungan
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De Bruijn dan van Dijk (1995) membahas berbagai masalah kelangsungan hidup di Mali
yang membuat jenis sistem jaminan sosial ini begitu penting.



C. , BUSHLER BAY,
WASHINGTON, USA
OLYMPIC NATIONAL FOREST

27

Bushler Bay, di negara bagian Washington, merupakan kelompok masya-
rakat di Olympic Peninsula yang berjumlah 2000 orang. Tempat ini meru-
pakan markas besar US Forest Service yang mengelola daerah yang berba-
tasan dengan , hutan hujan sedang di kawasan yang
didominasi oleh pinus, Douglas dan Hemlock (lihat Kirk with Franklin 1992,
untuk deskripsi ekologinya). Masyarakat ini secara mencolok terbagi men-
jadi masyarakat lokal (pembalak hutan, nelayan, petani tiram, dan para
pengusaha) dan karyawan umum (pekerja sekolah, para pegawai US
National Park Service, US Forest Service, Washinton State Shellfish Labo-
ratorydan Washington State Fish Hatchery;Colfer bersama Colfer 1978).

Beberapa tahun terakhir ini, terjadi konflik yang semakin memuncak di
daerah ini disebabkan oleh perubahan kebijakan dan gagasan dalam menge-
lola hutan (Lien 1991). Isu-isu lingkungan (ditandai oleh keprihatinan
terhadap burung hantu berbintik dan ) yang diperten-
tangkan dengan kepentingan mata pencaharian dan cara hidup masyarakat
pembalakan hutan di kawasan tersebut (Dietrich 1992; Barber, Johnson dan
Hafild 1994).

Pada tahun 1995, US Forest Service menutup seluruh Bushler Bay Ranger
District di untuk pembalakan hutan. Jumlah pem-
balak hutan di kalangan masyarakat tersebut semakin berkurang, sehingga
pengusaha skala kecil yang tersisa harus mencari pembalak hutan dari

Olympic National Forest

marbled murrelet

Olympic National Forest

‘ ’
‘ ’
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Colfer melakukan penelitian etnografi di Bushler Bay, Washington (nama samaran) antara
tahun 1972 dan 1975, terlibat lebih lanjut dengan masyarakat tersebut sampai tahun 1980.
Kunjungan singkat dilakukannya lagi pada tahun 1994, 1995 dan 1997.



masyarakat lain yang ada di Peninsula. Pengemudi truk pengangkut kayu
mengeluh karena mereka harus mengemudi lebih jauh ke bagian barat
negara bagian tersebut. Masyarakat pembalak hutan yang berkembang pada
tahun 1970-an, pada tahun 1990-an merupakan rumah untuk masyarakat
yang mendapat tunjangan sosial dan untuk orang-orang yang sudah
pensiun .

Perbedaan penting dari dua contoh sebelumnya adalah hak atas lahan yang
jelas dan ideologi negara yang mendukung keikutsertaan masyarakat dalam
mengelola hutan (sekalipun agak bersifat sedikit teoritis karena lokasi yang
letaknya jauh dari tempat pengambilan keputusan akhir). Seperti di Indo-
nesia dan di Pantai Gading, terdapat rasa ketidakpastian mengenai masa
depan, baik dari segi produksi kayu, lingkungan dan masyarakat.

Kelompok-kelompok stakeholder berikut ini berperanan penting di sana.

Istilah ini mencakup orang-orang yang terlibat dalam
penebangan pohon dan pengangkutan kayu beserta keluarga mere-
ka. Tentu saja kelompok ini adalah inti dari suatu gaya hidup di mana
pembalakan hutan terkait erat dengan keberanian dan kemandirian

28

29

30

‘

’

Pembalak hutan –
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Dalam kegiatan operasi pembalakan hutan skala kecil yang diamati pada tahun 1995 (di
lahan pribadi), Colfer mewawancarai lima orang pekerja, dan hanya satu orang yang berasal
dariBushler Bay (majikannya).

Lihat analisis Smith dan Steel (1995) tentang pengambilan keputusan, partisipasi, dan
kekuasaan dari masyarakat yang hidup mengandalkan hutan di Pacific Northwest Coast,
Amerika Serikat.

Buku terkenal dari Dietrich's (1993) memilih ‘penebang’, ‘biologiwan’, ‘pengemudi truk’,
‘pemerhati lingkungan’, ‘rimbawan’, dan ‘kandidat’, yang masing-masing dituliskan
dalam setiap bab, untuk menggambarkan kontroversi yang menyelubungi hutan Pacific
Northwest.



(Colfer 1977). Pendidikan formal tidak dianggap bernilai tinggi dan
orang-orang yang mengejar ijasah tidak begitu dihargai. Keluarga

pembalak hutan memiliki riwayat yang telah berakar di dalam ma-
syarakatnya, berkerabat dekat dengan anggota masyarakat lainnya,
dan memiliki tanah (dan hutan) daripada stakeholder lainnya.Mere-
ka juga lebih banyak memanfaatkan hutan sebagai sumber makanan
tambahan (berburu, menangkap ikan, mengumpulkan jamur, buah
berry, dan hasil hutan nonkayu lainnya).

– Orang-orang ini menjalankan perusahaan yang
mendukung industri pembalakan hutan dan sering termasuk mantan
pembalak hutan yang telah berhasil dalam hidup . Mereka juga
mungkin memiliki perusahaan pembalakan hutan yang menawarkan
kontrak untuk membalak hutan secara perseorangan dan/atau
(sebelumnya) dengan US Forest Service.

– Dalam konteks Bushler Bay, orang-orang ini dapat
digambarkan sebagai bagian dari gerakan Kembali ke Bumi . Banyak
di antara yang berpendidikan baik dengan latar belakang perkotaan
yang mencari kehidupan yang lebih tenang, lebih dekat dengan alam.
Mereka seperti keluarga pembalak hutan, mungkin lebih mengan-
dalkan hutan sepenuhnya sebagai sumber makanan tambahan.
Mereka juga sering konflik dengan keluarga pembalak hutan dan US
Forest Service tentang persoalan pengelolaan sumber daya alam
(bandingkan dengan Lien 1991). Pemerhati lingkungan yang berada
dalam jarak jauh jugamempunyai pengaruh yang kuat di Bushler Bay,

‘ ’

‘ ’

‘ ’

31

Pengusaha berskala kecil

Pemerhati lingkungan
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Dalam kunjungan ke dekat Oregon pada tahun 1998, pengemudi truk kayu menggunakan
kaos yang dihiasi dengan tulisan ‘jika kamu bukan seorang pembalak hutan, kamu bukan
kotoran’, yang secara ringkasmenyimpulkan pandanganini.



melalui berbagai cara (pemberian suara, penulisan surat, demons-
trasi, pengumpulan uang).

– Orang-orang ini terutama adalah para pegawai US
Forest Service dan US Park Service Bushler Bay, Washington
dikelilingi oleh National Forest (hutan negara) dan National Park
(taman nasional) yang dikelola oleh pemerintah. Pegawai sipil
dengan organisasi ini beserta dengan keluarga mereka – yang meli-
puti separuh dari jumlah penduduk pada tahun 1970-an – cenderung
berasal dari daerah lain, sering bekerja dengan Dinas Taman atau
Hutan dalam pencariannya akan gaya hidup di alam terbuka. Mereka
menemukan malah sebaliknya, bahwa hidup mereka penuh dengan
membolak-balik kertas yang diremehkan oleh tetangga mereka.

Sebagian besar terdiri dari kelas menengah, orang-orang yang giat,
yang menghargai pendidikan, kesopanan, sikap yang tidak berlebih-
lebihan dalam segala sesuatu. Mereka cenderung merendahkan pen-
duduk setempat yang dipandang sebagai kelas bawah , tidak ber-
pendidikan dan murahan (Colfer bersama Colfer 1978; Colfer 1977).
Namun sekarang, mereka juga melihat pembalak hutan sebagai
orang yang ikut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Orang-orang ini ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan
untuk tingkat negara bagian dan nasional. Mereka mewakili para
pemilihnya dalam menyalurkan keinginan mereka. Mereka secara
terus-menerus didebat oleh pemerhati lingkungan, di satu pihak, dan

32

Para pegawai pemerintah

Politisi

.

–
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32
Dennis Dykstra (kom. pri. Juli 1995) semula menunjukkan pentingnya pemerhati lingkungan
yang berada dari hutan sebagai stakeholders. Alasannya adalah bahwa meskipun

mereka pada hutan relatif lebih rendah daripada orang-orang yang tinggal di
dalam dan di sekeliling hutan; mereka yang kuat terhadap pengelolaan mungkin
akan lebihbesar(lihatjugaSmith danSteel1995).

jauh
ketergantungan

pengaruh



industri perkayuan di pihak lainnya, sehubungan dengan keadaan
seperti di Bushler Bay.

– Penduduk ini secara tidak langsung, tetapi nyata,
berpengaruh nyata terhadap pengelolaan hutan. Seluruh penduduk
Amerika Serikat, melalui pemungutan suara atau melalui penulisan
surat kepada wakil-wakil pilihan mereka (politisi) dapat mempe-
ngaruhi pengelolaan Hutan Nasional atau Taman Nasional di mana
saja.

Warga negara nasional
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Kedekatan 1 1 1 1 3 3 var.

Hak-hak yang sudah ada 2 2 3 2 3 3 3

Ketergantungan 2 2 2 2 3 var. 3

Kemiskinan 2 2 2 2 2 var. var.

Pengetahuan indijenus 1 2 2 3 3 3 3

Integrasihutan/budaya 1 1 1 3 3 var. 3

Defisit kekuasaan 1 2 2 3 3 var. var.

NILAI TENGAH 1,43 1,71 1,86 2,29 2,86 3,00 3,00

Dimensi
Pemer-

hati ling-
kungan

Para
pembalak

Pengusaha
berskala

kecil

Pegawai
peme-
rintah

Para
politikus

Konsu-
men

Warga
negara

nasional

1= tinggi; 2= sedang; 3= rendah

Matriks ini disusun oleh Colfer, berdasarkan penelitian etnografi selama tiga tahun antara tahun 1973 dan
1976, dengan beberapa kunjungandanyangterakhirpadatahun1997.

Tabel 2: Para stakeholder - Kalimantan Timur, Indonesia
[Maret 1995]

Kedekatan 1 1 1 122 3 3 3 3

Hak-hak yang sudah ada 1 1 var. 3 var. 3 3 3 3 3

Ketergantungan 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3

Kemiskinan 1 1 1 1 2 2 2 2 var. var.

Pengetahuanindijenus 1 1 var. var. 2 3 3 3 3 3

Integrasihutan/budaya 1 1 var. var. 2 3 3 2 3 3

Defisit kekuasaan 1 1 1 1 2 3 3 3 var. var.

NILAI TENGAH 1,00 1,00 1,00 1,40 1,83 2,43 2,57 2,57 2,80 3,00

Dimensi Dayak Kutai
Trans-
migran

Pekerja
hutan

Warga
negara

Kon-
sumen

1= tinggi; 2= sedang; 3= rendah

Matriks ini disusun oleh Colfer, berdasarkan penelitian etnografi selama satu tahun (1979-1980),
merupakanpengujianantardisiplinK&I(1995),danhasilkunjunganselamatahun1997.

SIAPA YANG DIPERTIMBANGKAN, SERI NO. 8
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Kedekatan 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3

Hak-hakyangsudahada 1 var. 2 3 var. 2 2 3 3 3

Ketergantungan 1 1 1 1 2 1 3 1 3 3

Pengetahuan indijenus 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3

Integrasi hutan/budaya 1 2 2 2 var. 3 2 3 2 3

Defisit kekuasaan 2 1 1 1 2 3 var. 3 3 var.

NILAI TENGAH 1,17 1,40 1,50 1,67 2,00 2,50 2,60 2,67 2,83 3,00

Tabel 3: Para stakeholder - Bossematié, Pantai Gading
[Juni 1995]

1=tinggi; 2=sedang; 3= rendah

Matriks ini disusun oleh Colfer, berdasarkan sebuah pengujian antardisiplin K&I pada bulan Juni 1995.
Penilaian Colfer dikritik oleh Ahui Anvo, Heleen van Haaften, Charles Huttel, Jean Claude Koffi Konan,
PatriceMengin-LecreulxdanAnatole N'Guessan.
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Tabel 5: Para stakeholder - Trinidad
[awal tahun 1998]

LAMPIRAN: CONTOH STAKEHOLDER

Kedekatan 1,33 1,44 1,67 1,22 1,78 1,89 1,67 2,11 1,89 2,56 2,44

Hak-hak yang sudah ada 1,89 2,11 1,67 1,78 1,56 1,89 1,78 2,11 2,89 2,44 2,44

Ketergantungan 1,22 1,33 1,11 1,56 1,89 1,44 1,33 2,33 2,11 2,33 2,56

Pengetahuan indijenus 1,44 1,67 1,78 2,44 1,89 1,56 2,33 2,00 2,22 2,67 2,78

Integrasi hutan/budaya 1,56 1,89 1,89 2,11 2,00 1,78 2,44 2,22 2,44 2,56 2,89

Defisit kekuasaan 1,67 1,67 2,00 1,33 1,67 2,78 2,56 2,22 1,89 2,33 2,44

NILAI TENGAH 1,52 1,69 1,69 1,74 1,80 1,89 2,02 2,17 2,24 2,48 2,59

1=tinggi; 2=sedang; 3= rendah

Matriks ini disusun oleh Mario Günter, berdasarkan masukan dari para pakar di Trinidad, selama tahun
1998.

Dimensi
Peker-

ja
hutan

Peng-
gerga-

jian

Pega-
wai

kehu-
tanan

Tan-
teak

(peru-
sahaan)

Eko-
pariwi-

sata

Konsu-
men

Warga
negara

Para
pem-
buru

Dimensi

Tabel 6: Para stakeholder - Boise National Forest, Boise, Idaho,
Amerika Serikat [Juni 1998]

Kedekatan 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2

Hak-hak yang sudah ada 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3

Ketergantungan 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2

Pengetahuan indijenus 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3

Integrasi hutan/budaya 1 1 2 1 2 1 2 3 3 3

Defisit kekuasaan 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3

Colfer 1 1,33 1,50 1,67 2,00 2,17 2,50 2,50 2,67 2,67

Holt 1 1,33 1,17 1,67 2,17 2,33 2,50 2,50 2,50 2,67

Livingston 1 1,20 1,33 1,60 2,00 2,17 2,50 2,50 2,67 2,40

Perusa-
haan

H P H

Lokasi
perusaha-
an kayu

Pemburu/
peman-

cing

Off
Roaders USFS Boise-

Cascade

Dep.
Perta-
nahan
Idaho

1= tinggi; 2= sedang; 3= rendah

Peme-
gang
ijin

swasta

Peng-
huni
asing
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Colfer mengembangkan matriks ini pada bulan Juni 1998. Livington menambahkan stakeholder lain yang
penting, bukan-industrial, kepemilikan hutan swasta dan diberikan skor rata-rata untuk semua 1,60.
Kelompok ini tidak termasuk pengujian Boise K&I. Ladd Livingston bekerja untuk Departmen Pertanahan
diCoeurd'Alene,Idaho; dan Brad Holt bekerjauntuk Boise Cascade Corporation di Boise,Idaho.

Tabel 7: Para stakeholder - Porto de Moz dan Bom Jesus, Brasil
[Agustus 1998]

Kedekatan 1 1 3 3 3 3 3

Hak-hak yang sudah ada 1 1 2 3 3 3 3

Ketergantungan 1 1 2 3 3 3 3

Kemiskinan 2 2 3 3 3 3 3

Pengetahuan indijenus 1 1 2 3 3 3 3

Integrasi hutan/budaya 2 3 3 3 3 3 3

Defisit kekuasaan 2 2 3 3 3 3 3

NILAI TENGAH 1,43 1,57 2,57 3,00 3,00 3,00 3,00

1= tinggi; 2=sedang; 3=rendah

Matriks ini disusun oleh Noemi Miyasaka Porro dan Roberto Porro, berdasarkan penilaian ahli mereka,
antarabulanJulidanSeptember1998.

Dimensi
Penduduk

baru
pria

Penduduk
baru

wanita

Pengusaha
peternakan

sapi

Pemilik
perusahaan

H P H

Pengendara
truk peng-

angkut kayu

Lembaga
IBAMA

Lembaga
INCRA

57



iii

SistemCGIAR

CIFOR
CIFOR

The Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)
adalah suatu asosiasi informal yang terdiri dari 41 organisasi donor dari sektor
publik dan swasta yang mendukung jaringan enam belas lembaga penelitian
internasional di bidang pertanian, di mana CIFOR merupakan anggota terbaru.
Asosiasi ini didirikan pada tahun 1971. Pusat-pusat CGIAR merupakan bagian
sistem penelitian global di bidang pertanian yang berusaha menerapkan
kemampuan ilmiah internasional untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
dihadapi olehmasyarakatmiskin di dunia.

adalah bagian sistem CGIAR dengan tugas khusus untuk menanggapi
kepedulian global tentang dampak kerusakan dan kehilangan hutan terhadap
kondisi sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakat. CIFOR beroperasi melalui
berbagai kemitraan yang sangat terdesentralisasi dengan lembaga-lembaga
dan/atau individu terpenting di seluruh negara industri dan negara yang sedang
berkembang. Sifat dan jangka waktu kemitraan ini ditentukan oleh masalah-
masalah penelitian khusus yang dihadapi. Agenda penelitian ini terus-menerus
dikaji dan selalu mengalami perubahan ketika para mitra menemukan berbagai
masalah dan peluang baru.



Siapa yang Perlu Dipertimbangkan? Menilai Kesejahteraan
Manusia dalam Pengelolaan Hutan Lestari menyajikan alat yaitu
Matriks Siapa yang Perlu Dipertimbangkan , untuk membedakan
pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengelolaan hutan (

) , atau orang-orang yang kesejahteraannya terkait erat dengan
pengelolaan hutan, dari lainnya. Para penulis lebih me-
musatkan perhatian kepada para pihak yang terlibat dalam pengelolaan
hutan dalam upaya untuk mengembangkan pengelolaan hutan lestari
(PHL). Selain menyajikan tujuh dimensi untuk membedakan pihak-pihak
ini dari stakeholder lainnya, kami memaparkan suatu teknik pemberian
skor sederhana bagi para pengelola hutan resmi untuk menetapkan
kesejahteraan siapa saja yang seharusnya menjadi bagian integral PHL di
suatu lokasi tertentu. Dengan mengacu pada kriteria dan indikator (K&I)
yang ditetapkan oleh (CIFOR),
kami membuat tiga contoh set tentang stakeholder di Indonesia, Pantai
Gading dan Amerika Serikat (AS), dan melengkapinya dengan Matriks
Siapa yang Perlu Dipertimbangkan dari tujuh pengujian yang disajikan
dalam lampiran.
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